BAR VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Fesimpulan

Herdasarban hasil penelitian  terhedap kasus-—

basus st tanahaty yang terjadi  di Kabupatern Daeraly
v = ¥

Tinghkat 11 Jember diperclebh bal-hal sebagai bkerikat:

ni- -

Kondisi jumlah kasus-kasuse pertanahan yvang terjadi
di  Kabupasten Daeraby Tinghkat 11 Jember pada  tabun
1994  sampal dengan 17998 menunjuhkan suatu pola  per-—-
tembangan  yvang naik bwruan, ngiknya  jumlah kasus
pertanahan dipengaruhi oleh terbatasnva ketersediszan
tanah, wilayah yvang terlalu padat dan jumlah  pendu-—
dubknya terus bertambah, serta hambatan vang bersifat
teknis darn non teknis dalam upaya menekan  munculnya
atawt terjadinya hasus pertanahan.
Menuwrunnya kasus pertanahan di pengaruhi oleh adanya
upays Femerintah Daerah baik secara kuratif  maupun
prevertid untuk menekan jumlab kasus pertanaﬁan.
Jenis hasus—kasus pertanahan yang ada di Kabupaten
Daerabh  Tingkat I Jember pada taxhun 1994 sampai
dengan 1998 sangat bervarisei sebagai berikut.
&. Pendudukan dan penggarapan tanah tanpa Hak (Wilde
Qecupatie) .,

. Kasue pertanahan vang berkaitan dengan landrefrom
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c. Kasus pertanaban yang berkaitan dengan Pendaftar—
art Tanah.

d. Kasus pertanahan yvang timbul sebagai akses dari
pembebasan tanah.

&, Kasus pertanaﬁan yarig berkaitan dengan  sengketa
perigrasaan tanah.

f.o Kassus pertanaban yang terijiadi sebagai akibat
adanya senghets tukar menukar tanah.

g. Kasuws pertanahan yang berkaitan dengan  sengketa
pertanahan melalui badan peradilan.

Dimana jenis kasus pertanahan yang paling banyak  di

Fabupaten Daesrah Tingkat II1 Jember adalah kasus

pertanahan yang berkaitan dengan sengketa pertanahan

melalui  badan peradilan, hal ini  dipengaruhi  oleh

adanys dinamika masyarakat yang tinggi, penyelesaian

musyawarah  tidak memenuhi  harapan dan tingginya

kesadaran hukum masyarakat.

Fenyebaran kasus—kasus pertanahan  di Kabupaten

Daerah Tingkat 11 Jember tidak meratsa pada tisp-tiap

khecamatan, secara umum banyak terjadi  di lwilayah

kecamatan  dengen  kepadatan  penduduk yang  tinggi

yaitw 1300 jiwa/km2 terutama di Kecamatan Maliwates,

Sumbersari dan Balung.

Penyebab timbulnya kasus—kasus pertanahan di Ka-

bupaten Daerab Tingkat 11 Jember adalab sebagai

berikut.
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&. Perkembangan perndadubl yvang tercersin dalam jumlab
penduduk yang  semakin bertambab  dengan seaala
kebutuharn ahan tanah yvang terus meningkat, berba—
dapar:  dengan ketersediasn tanah yang  relatid
terbatas menimbulban motif wsaba untuk memperocleh

tarah derngarn berbagal cara.

. Merningkatnya bernturan kepentingan antar angaota
masyarakat/individu, badsn buwkum dan pemerintah.

. Fenguasaan  tanabh secars yuridis yvang  tidak di-
Brarengl dengan penguasaan tanah secars fisih.

d. Meninghkatnya sistim pelayvanan vang diberikan cleh
Kantor Pertanshan  Kabupaten Deaerah  Tingkat 11
Jember sehingus membawa konsekuensi meriingkatnya
pengadusrn masyvarakat ke Kantor FPertanashan  Kea—
bupten Jember.

e. Semakin tumbubnya kesadaran hubkun masyvarakat skan
arti pentingrya kepastian hukum hak atas tanah.
Fenyelesaian kasuve—kasus pertanahan yvang terjadi  di
Kabupaten Daerab Tingkat [I Jember dalam kurun waktw
lima  tahbun yaitu  tabun 1994 sampai dﬁngén 1998
adalah dilabkukearn melalui  Badarn Peradilan yaitu
melalul Pengadilan Negeri Jember dan Pengadilen Tata
Usaha Suwrabaya dan di luar Badan Peradilan  yaitu
meplalul  musyawarahb, jalur birokrasi dalam hal  ini
Kantor Pertanaban Kabupaten Jember dan Kotak Pos

SO00, Komnass HAM, serte melalui mediasi.
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Feriu meningkatkan usaha-usaba  untuk  menertibkan
administrasi pertanahan  pada Harbor Fertarmabian
Kabtupater:  Dagrah  Timgkat 11 Jember. Usaha—-usabea
dimakeud seperti melengkapli sarana peta, melakubkan

penataan areip terutams yang berkadtan dengarr tim-

Bulnyvea kasuse—basus pertanahan.

Ferlu  adanys sistem informasi  pertansban derigan
kelenghapan data dari semus aspek {penguasaan dan
pengguniaan tanab) malal deri tingkat desas Kelurahan
dan pemanfaatan teknologie homputer urtuk mery Loaan
darn mengoelah data vang diperlukan untuk  mengantisi-
pasi munculinya kasus—kasus pertanatian.

Feriu peningkatan  Sumber Daya manusis  yang  mampu
marnangani kasus-kasue pertanabar, mengingat  banyak-—
nys hasus—Kasus pertanaban yang murcul setiap ta-—
tanmya,  baik itk merupakan sengkets pertarahan
diluar  badan peradilan maupun  sengkets pertanaban
vang diajubkan ke badan peradilan.

Ferlu sdanys usulan wntuk  penambahan dana brani
penyelesalan  kasus—kasus pertanahan, dikarenakan
dana yara  ada peada saat ini sudab  tidak  memadai
dibandingkan dengan jumiabh  kasus-kasus pertanahan
varig terjadi.

Di dalam setiasp penyuluhan-pernyuluhan  okum YENG

berkaitar dengan pertanaban agar dijelaskarn berbagai
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upayvea penyelesaian masalah pertanahan tidak hanya
perarientasi  melalul badan peradilan tetapi  perlu
diperkenalkan berbagai upaya lain untuk menyelesai-
farn sengkets pertenahan yvang teriadi delam

Kasus-—kasus pertanaban yang dibadapi  semakin hari
semahin  kowmpleks makas kepads aparat pelaksana  hen-
daknyva dalam pelaksanaan tuges senantiass memperha-
tibkan e bcs A hers ter b s peturnjuk-petuniuk
teknie dars pelaksanaan yvang telah ditetaphan oleh

Hadan Pertansahany Masiomal puasat.
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